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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. PO (Pre Order) 

1. Pengertian PO (Pre Order) 

PO (Pre Order) yaitu barang yang dipesan oleh pembeli tetapi 

barang tersebut belum dibuatkan karena membutuhkan waktu untuk 

proses pembuatan dan pemesanannya. Sistem PO (Pre Order) akan 

meyakinkan pembelinya dalam melakukan pemesanan yang mana 

barang pesanannya tersebut akan terjamin pengirimannya dan 

prosesnya tidak begitu lama, pelaku usaha  melihat berapa banyak 

pemesanan yang diterima dan berjalan sesuai dengan pesanan awal, 

serta pelaku usaha dapat melihat berapa minimal barangnya.
14

 

2. Sistem Pengelolaan PO (Pre Order) 

Sistem pengelolaan PO (Pre Order) ini bisa saja 

menguntungkan dan bisa juga merugikan pelaku usaha. Hal ini 

disebabkan karena dalam sistem PO (Pre Order) ini dipesan 

terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan antara pelaku usaha dan 

konsumen.
15

 

Praktik jual beli online yang menggunakan sistem PO (Pre 

Order) yang digunakan oleh berbagai online shop yaitu pertama 

memposting gambar produk terlebih dahulu di aplikasi media 
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sosial yaitu Instagram serta memberikan keterangan bahwa barang 

tersebut yaitu barang PO (Pre Order) dan bisa memesan barang 

tersebut dengan menggunakan sistem PO (Pre Order) ini. Barang 

tersebut telah di posting di Instagram dengan caption jangka waktu 

barang tiba, bagaimana kualitas barang tersebut, dan ketentuan 

sistem PO (Pre Order). Tetapi tak sedikit pembeli yang tidak 

paham akan sistem PO (Pre Order) yang diunggah oleh si  pelaku 

usaha tersebut karena tidak mencantumkan harga barang, dan 

spesifikasi produk secara lengkap.
16

 

Namun, menurut pemilik akun Ulfahpalugada_shop harga 

dan spesifikasi barangnya tidak dicantumkan karena beresiko 

menimbulkan plagiasi antar sesama online shop lainnya.
17 

B. Jual Beli 

1. Defenisi Jual Beli 

Jual beli yaitu proses penukaran harta yang berdasarkan 

saling rela atau menggantikan hak kepemilikan yang dapat 

dibenarkan. Jual beli tersebut merupakan proses tukar menukar 

suatu barang antara penjual dan pembeli dengan dasar saling rida.  

2. Dasar Hukum Jual Beli 

a. Al-Qur’an 

Ada beberapa ayat dalam al-Qur’an terkait dengan jual beli, 

yaitu : 
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Qs. Al-Baqarah (2): 275 : 

يُ هِيَ  يْطَٰ الََ يقَُْهُْىَ إلََِّ كَوَب يقَُْمُ ٱلَّزِٓ يتَخََبَّطَُُ ٱلشَّ ْٰ بَ ٱلَّزِييَ يأَْكُلُْىَ ٱلشِّ

اۚ  ْٰ بَ مَ ٱلشِّ حَشَّ َّ ُ ٱلْبيَْعَ  أحََلَّ ٱللََّّ َّ اۗ  ْٰ بَ ُِنْ قبَلُْإًَِّوَب ٱلْبيَْعُ هِثْلُ ٱلشِّ لكَِ بأًََِّ
ٰ
ٱلْوَسِّ ۚ رَ

عِظَ  ْْ هَيْ عَبدَ فوََي جَبءٍَُۥ هَ َّ  ۖ ِ أهَْشٍُُٓۥ إلَِٔ ٱللََّّ َّ ٰٔ فلَََُۥ هَب سَلفََ  َِ ۦَِ فٲًَتَ بِّ ي سَّ تٌ هِّ

لذُِّىَ                                          ب خَٰ َِ ُُنْ فيِ بُ    ٱلٌَّبسِ ۖ  ئكَِ أصَْحَٰ فأَُّلَٰ

           

Orang-orang yang mengkonsumsi sesuatu yang 

mengandung riba tidak dapat berdiri teta[i, berdirinya 

seperti orang yang kemasukan syaitan karena danya 

suatu tekanan penyakit gila. Dengan hal itu, 

disebabkan mereka berpendapat yaitu jual beli itu sama 

halnya dengan riba, padahal Allah telah 

memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Orang-orang yang mengetahui larangan tersebut 

kemudian berhenti (melakukan suatu hal terkait dengan 

riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu 

(sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah 

kepada allah. Orang yang mengulangi (mengambil 

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka, mereka kekal di dalamnya. Qs. Al-nisa (4) : 29 

: 

الكَُنْ بيٌَْكَُنْ ببِلْ  َْ ا اهَْ ْْ ا لََ تأَكُْلُ ْْ َِب الَّزِيْيَ اٰهٌَُ ىَ تجَِبسَةً عَيْ يٰبيَُّ ْْ ببَطِلِ الََِّ اىَْ تكَُ

َ كَبىَ بكُِنْ سَحِيْنً             
ٰ

ًْفسَُكُنْ اىَِّ اّللّ ا اَ ْْ لََ تقَْتلُُ َّ ٌْكُنْ                تشََاضٍ هِّ

                 

Hai orang-orang yang taat kepada Allah 

janganlah engkau saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di 

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, 

sesungguhnya allah maha penyayang.  

b. Hadits Rasul 

HR. Al-Bazzar dan al-Hakim : 

Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai 

pekerjaan apa yang paling mulia. Rasulullah ketika itu menjawab: 

“usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberikan”.  

HR. Turmudzi : 
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“Penjual yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya 

disurga) dengan para anabi, para siddiqin, dan para syuhada”.
18

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli  

Terdapat tiga rukun dan syarat jual beli menurut Wahbah 

az-Zuhaili, yaitu :
19

 

a. Penjual dan pembeli 

b. Penjual dan pembeli merupakan seseorang yang telah 

berakal sehat dan mumayyiz. Dalam hal ini dapat dilihat 

bahwa seseorang yang belum mumayyiz dan tidak 

berakal sehat dalam melakukan transaksi dikatakan 

tidak sah.  

c. Saling rela antara penjual dan pembeli. Dari sini dapat 

dilihat bahwa seseorang antara penjual dan pembeli 

harus saling merelakan karena apabila tidak ada unsur 

kerelaan barang atau benda yang diperjualbelikan itu 

dikatakan tidak sah karena adanya suatu keterpaksaan.  

d. Para pihak yaitu pemilik atau wakil dari pemilik barang. 

Maka dari itu, sesuatu yang hendak dijual itu masih jadi 

tanggung jawab penjual meskipun ia adalah pemilik 

barang atau wakil dari pemilik barang itu, sebaliknya 

pembeli juga dapat membeli barang atas nama orang 

lain atas izin seseorang tersebut.  
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4. Ijab dan Qabul 

a. Tempat transaksi berada dalam satu tempat. Ijab dan qabul 

dilakukan sesuai dengan kebiasaan (urf) masing-masing daerah 

tersebut. Tidak ada suatu hal yang memisahkan antara ijab dan 

qabul yang menimbulkan penolakan. 

b. Ijab dan qabul pada saat dilakukan harus diucapkan dengan lafaz. 

5. Objek (Barang) 

a. Barang sesuai dengan unsur syariat. 

b. Barang terhindar dari najis (suci). 

c. Barang dapat diberikan. 

d. Barang dapat dilihat jenisnya oleh penjual dan pembeli.
20

 

C. Akad Salam 

1. Pengertian Akad Salam  

Akad salam yaitu jual beli pesanan antara penjual dan pembeli 

yang mana pembeli membeli barang di awal dengan spesifikasi 

tertentu dengan cara membayar uang muka, kemudian barang tersebut 

akan diterima oleh pembeli pada waktu yang telah ditentukan. 

Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, jual beli salam yaitu akad jual 

beli yang mana modal pembayarannya dilakukan secara tunai pada 

awal pemesanan dan objek barang tersebut akan diserahkan pada 

waktu tertentu.
21

 Istilah lain dari salam yaitu transaksi yang 

memperjual belikan dengan melakukan pembayaran di awal dan 
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dilunaskan ketika pada saat barangnya diserahkan (advenced payment 

atau forward buying atau future sales) dengan pelunasan harga, 

kualitas, waktu dan tempat yang jelas, dan telah disepekati sebelum 

melakukan perjanjian.
22

 

2. Dasar Hukum Akad Salam 

Akad salam diperbolehkan dalam Islam, asalkan bersandar 

dengan dalil-dalil al-Qur’an terkait dasar hukum salam, yaitu : 

a. Surat Al-Baqarah: 282 :  

                        ٍُ ْْ ٔ فبَكْتبُُ سَوًّ ٌْتنُْ بذَِيْيٍ الِٰٔ اجََلٍ هُّ ا ارَِا تذََايَ ْْ َِب الَّزِيْيَ اٰهٌَُ         يٰبيَُّ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya”. 

b. Hadis Jual Beli Salam  

Hadis yang diriwayatkan ibn. Abbas menjelaskan bahwa : 

“Sesungguhnya Rasulullah SAW. Mendatangi 

Madinah; mereka (penduduk) madinah melakukan jual beli 

salaf selama satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun; Rasulullah 

SAW bersabda : siapa saja yang melakukan jual beli salaf, 

lakukanlah jual beli salaf atas barang yang dapat diketahui 

dengan cara ditakar atau ditimbang, dan jangka waktu yang 

diketahui.”
23
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23

 Jaih Mubarok, Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Jual Beli, (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2018), 255-256. 



19 
 

 

c. Ijma 

Menurut ulama, jual beli salam akan diperbolehkan 

dengan dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan 

bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam 

diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk 

memudahkan urusan manusia.
24

 

3. Berakhirnya Akad Salam 

Akad salam adalah jual beli dengan jangka waktu yang 

ditentukan karena terdapat pinjaman yang perlu dibayar secara kontan 

dengan si penjual. Berakhirnya akad salam dengan berbagai macam, 

diantaranya :
25

 

a. Si penjual memberikan barang yang telah dipesan oleh pembeli 

dengan menyerahkan langsung kepada si pembeli atau wakil 

pembeli. 

b. Jika barang yang telah diserahkan oleh pembeli tidak sesuai 

dengan deskripsi yang telah disepakati pada saat akad, maka 

pembeli bisa melakukan dan berhak akan hal tersebut dengan 

berbagai cara : 

1) Mengklaim si penjual untuk menggantikan barang 

tersebut atau mengembalikan barang yang tidak sesuai 

dengan kesepakatan.  
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2) Pembeli boleh membatalkan akad apabila barang yang 

diterima tidak sesuai dengan deskripsi pada saat 

terjadinya akad dan penjual harus mengembalikan 

secara tunai kepada pembeli apabila terjadi hal seperti 

itu. 

c. Pada saat melakukan proses jual beli, pembeli boleh membebaskan 

penjual dari kewajiban atas barang yang dipesan.  

d. Melaksanakan akad hiwalah, pihak pembeli boleh memindahkan 

pesanan barang tersebut dengan pihak lain.
26

 

D. Fatwa DSN-MUI Nomor 5 Tahun 2000 tentang Jual Beli Salam 

Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang dibentuk oleh 

Majelis Ulama Indonesia  sehingga dikatakan sebagai naungan dari MUI. 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki tugas yaitu 

mengkaji, menemukan, dan merumuskan nilai serta prinsip hukum Islam 

yang berwujud peraturan (fatwa) dan berguna sebagai panduan dalam 

melakukan transaksi.
27

 

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

pada tanggal 4 April 2000 telah menimbang, mengingat, dan 

memperhatikan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional 

dalam memutus penetapan Fatwa tentang Jual Beli Salam pada poin 

kelima terkait dengan pembatalan kontrak. Pada kenyataannya, 
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pembatalan kontrak yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen itu 

sering terjadi dan dilakukan oleh sepihak sehingga hal tersebut belum 

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 5 Tahun 2000 yang berbunyi :
28

 

“Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak 

merugikan kedua belah pihak”. 
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